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1.

BUPATI WONOGIRI

PROVINST JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WON

OGIRI

NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
BUPATI WONOGIRI,

bahwa dalam rangka meni

(SI PAJAK DAERAH

MAHA ESA,

ngkatkan pengawasan dan

pengendalian terhadap pembayaran Pajak Daerah oleh wajib

pajak maka perlu adanya suat

LI sistem secara online untuk

memperoleh data transaksi usaha Wajib Pajak;

bahwa dalam
terhadap pembayaran Pajak

rangka pengawasan dan pengendalian

Daerah oleh Wajib Pajak,

Pemerintah memasang alat dan/atau Sistem Perekam Data

Transaksi Usaha Wajib Pajak;

bahwa berdasarkan pertimban

gan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang
Transaksi Pajak Daerah;
13

Undang-Undang Nomor

Sistem Online Pelaporan

Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Tengah (Berita
Tahun 1950, Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 6 Tah
Umum dan Tata Cara Perp
Republik Indonesia Tahun 1¢
Lembaran Negara Republik
sebagaimana telah diubah beh
Undang-Undang Nomor 16 T
Peraturan Pemerintah Penggan
Tahun 2008 tentang Perubah

Negara Republik Indonesia

in 1983 tentang Ketentuan
ajakan (Lembaran Negara
)83 Nomor 49, Tambahan
Indonesia Nomor 3262)
)erapa kali terakhir dengan
n 2009 tentang Penetapan
ti Undang-Undang Nomor 5
an Keempat atas Undang-




|
;
.

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Ibdonesia Tahun 2009 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4999);, TI

Undang-Undang Nomor 28 ‘Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik iIndonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia: Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun ?})19 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembari:m Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi| Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5950);




Menetapkan

10.

I1.

Peraturan Presiden Nomor |87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
199),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah den Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahl.1n 2019 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun
2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor
22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri
Nomor 118) sebagaimana diruba}h dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Wonogiri Nomor |4 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri
Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Wonogiri Nomor 160) | ;

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2011 Nomor | 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri NomL)r 95j;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM ONLINE
PELAPORAN TRANSAKSI PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.




10.

11.

Pemerintah Daerah adalah Bupati

Pemerintahan Daerah yang men
pemerintahan yang menjadi kewena

Bupati adalah Bupati Wonogiri.

Badan Pengelolaan Keuangan Daer:
BPKD adalah Badan Pengelolaan |

Wonogiri.

Pejabat adalah Pegawai yang dit

perpajakan daerah sesuai den

undangan.

sebagai unsur Penyelenggara
1impin  pelaksanaan urusan
ngan daerah otonom.

ah yang selanjutnya disingkat
Kenangan Daerah Kabupaten

reri tugas tertentu dibidang
gan peraturan perundang-

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi

wajib kepada daerah yang terutang

pleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan daerah bagi se

rakyat.
Badan adalah

sekumpulan orang dan/atau modal

besar-besarnya kemakmuran

yang

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,

perseroan komanditer, perseroan
Negara (BUMN), atau Badan Usaha
nama dan dalam bentuk apapun,

lainnya, Badan Usaha Milik
Milik Daerah (BUMD) dengan
firma, kongsi, koperasi, dana

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan

bentuk usaha tetap.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai

hak dan kewajiban perpajakan

sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Bank Persepsi adalah Bank yang

menerima setoran penerimaan Daer:

Pemeriksaan adalah serangkaian

ditunjuk oleh Bupati untuk
ah.

kegiatan menghimpun dan

mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan

secara objektif dan profesional

berdasarkan suatu standar

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan
perpajakan daerah.

Pemungutan pajak adalah suatu r
penghimpunan data objek dan subj

perajuran perundang-undangan

angkaian kegiatan mulai dari
k pajak, penentuan besarnya

pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib
Pajak serta pengawasan penyetoranTya.




12.

13.

14,

15.

(1)

(2)

(3)

Sistem online adalah sambungan |langsung antara sub sistem
satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi
secara real time.

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur
elektronik yang berfungsi mempersmpkan, mengumpulkan,
mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan,
mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi
Elektronik.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,
gambar, peta, rancangan, foto, elekctronic data interchange (EDI),
surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau
sejenisnya, huruf, tanda, angka,| Kode Akses, simbol, atau
perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat
dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang
dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam
bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya,
yang dapat dilihat, ditampilkan, 5dan/atau didengar melalui
Komputer atau Sistem Elektronik, t?rmasuk tetapi tidak terbatas
pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau
sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau
perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami
oleh orang yang mampu memahaminya.

BAB II
SISTEM ONLINE PELAPORAN TRANSAKSI PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Tata Cara Pelaksanaan Sistem Online
Pasal

Pemerintah Daerah dan Bank Persepsi terhubung dalam sistem
online pembayaran dan penyetoran Pajak sesuai kebutuhan.

Bank Persepsi menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran
Pajak dalam rangka pelaksanaan sistem online pembayaran dan
penyetoran Pajak sesuai dengan standar perbankan.

Pemerintah Daerah bertugas mengelola seluruh pelaporan dan
administrasi penerimaan pembayaran dan penyetoran Pajak

dengan sistem online sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.




(1)

(2)

(3)

Pasal 3 ;

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengawasan dan

pengendalian terhadap sistem online pembayaran dan penyetoran
Pajak.

Berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengembangan sistem online pembayaran dan penyetoran Pajak
yang dikoordinasikan dan/atau dikonsultasikan dengan Bank

Persepsi dan/atau tenaga ahli sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi.

Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan
pada kebutuhan pelaporan dan administrasi Pemerintah Daerah
dan Bank Persepsi.

BAB III

TATA CARA PEMASANGAN ALAT DAN/ATAU SISTEM PEREKAMANL

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK
Pasal 4

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian sistem online pajak
daerah, Pemerintah Daerah berhak memasang alat pemantauan
di setiap usaha Wajib Pajak.

Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pemetaan Wajib

Pajak yang akan dipasangkan alat dan/atau sistem perekam data

transaksi usaha. |

Pemerintah Daerah melakukan sI‘osiaIisasi terkait dengan
pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha
Wajib Pajak.

Pemerintah Daerah menyampaikan surat pemberitahuan kepada
Wajib Pajak yang akan dilakukan pemasangan alat dan/atau
sistem perekam data transaksi usaha lWajib Pajak. .

Pasal 5

Wajib Pajak berkewajiban memberikan akses dan informasi
kepada Pemerintah Daerah dalam |rangka pemasangan alat
dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.

Wajib Pajak yang tidak bersedia atau menolak untuk dilakukan
pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha,
Wajib Pajak dikenakan sanksi sEsuaj dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. .

Pasal 6

Pemeliharaan alat dan/atau sistem perekam data transaksi
usaha Wajib Pajak menjadi tanggung jawab Bank Persepsi.




| «.
‘\ |

(2) Dalam rangka pemeliharaan sebaéajmana dimaksud pada ayat
(1), Bank Persepsi dapat membentuk Tim dan/atau menunjil.lk
Tenaga Ahli untuk melakukan pemeliharaan alat dan/atau
sistem perekaman data transaksi Wajib Pajak. "

(3) Pemantauan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha
wajib pajak dilakukan melalui dashﬂLoard Pemerintah Daerah.

(4) Apabila dalam pemantauan ditemukan adanya indikdsi

permasalahan alat dan/atau s1stém perekam data transaksi
usaha Wajib Pajak maka Bank Pers¢p31 berkewajiban me]akukdn
pemeliharaan. |
Indikasi permasalahan sebagalmana dimaksud pada ayat (4)
adalah dalam bentuk notifikasi yang muncul dalam dashboand
Pemerintah Daerah.

(5)

\
(6) Wajib Pajak yang dengan sengaja merusak alat dan/atau

berusaha merubah sistem perekam data transaksi usaha Wajib
Pajak, maka dikenakan sanksi ‘sesua_l dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. ‘
(7) Dalam rangka pemantauan alat dan/ tau sistem perekaman da

transaksi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pemerintah Daerah membentuk Tiﬁ'n Monitoring dan Evaluas:
yang ditetapkan dengan Keputusan Bhpatl :
‘ |

Pasal 7 \ |

|
(1) Wajib Pajak berkewajiban ikut menﬁga dan memelihara dengan

baik alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wa_]lb

Pajak milik Pemerintah Daerah. \

(2) Apabila Wajib Pajak menemukan peirmasa]ahan atau menemui|
kendala terhadap alat dan/atau mstém perekam data tramsakmI
usaha Wajib Pajak agar segera dilaporkan kepada Pemermtah
Daerah paling lambat 2 x 24 (dua kali pua puluh empat) jam. \

|
BAB I1I \ |

|
TATA CARA PEMANFAATAN HASIL PEIEKAMAN ALAT DAN/ATAU

SISTEM PEREKAMAN DATA TRANS !KSI USAHA WAJIB PAJAK l\

|
UNTUK KEPENTINGAN PEMFRIKSAAN PAJAK

Pasal 8 | ﬂ

Tata Cara Pemanfaatan Hasil Perekama';n Alat dan/atau Sistem|
Perekam Data Transaksi Usaha Wajib

'ajak Untuk Kepentingan
Pemeriksaan Pajak.



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal

|
Hasil perekaman alat dan/atau sistem perekam data transaksi
usaha Wajib Pajak bukan sebagai dasar ketetapan Pajak. "
Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan hasil perekaman
sebagaimana dimaksud pada a (1) untuk kepentingan
pemeriksaan Pajak. \

—+

Pemerintah Daerah melaksanakan FPengawasan hasil perekaman

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan evaluasn

untuk kepentingan pemeriksaan. .

Pemerintah Daerah wajib merahasiakan hasil perekaman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk kepentingan
pemeriksaan Pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkah
untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1

Apabila ada perbedaan hasil perekaman sebagaimana dlmaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) dengan laporan Pajak yang disampaikan
oleh Wajib Pajak, Pemerintah Daerah dapat bersurat kepada
Wajib Pajak untuk menyampaikan data tambahan dan/atau
penjelasan.

Wajib Pajak berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayaf
(1) menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan yang
dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah,
apabila berdasarkan hasil penelitian| data tambahan dan/atau
penjelasan yang disampaikan oleh Wajib Pajak masih terdapat
perbedaan dengan laporan Pajak yang disampaikan kepada,
Pemerintah Daerah dan hasil perekaman sebagaimana dlmaksud‘
dalam Pasal 9 ayat (1).

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN SISTEM ONLINE

INFORMASI DAN DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK
Pasal 11

Pemerintah Daerah menyediakan sistem online informasi dan
dokumen yang berkaitan dengan Pajak kepada Wajib Pajak
sesuai dengan kebutuhan.

Sistem online informasi dan dokumen yang berkaitan dengan |
Pajak berupa informasi eletronik dan dokumen elektronik dikelola

oleh Pemerintah Daerah dan diarsip|secara elektronik dalam
pusat data (data base).



|

\

(3) Informasi elektronik dan dokume i elektronik yang ada dalam
pusat data (data base) Pemeﬁntahrtilerah merupakan hak milik
Pemerintah Daerah yang dapat digunakan untuk kepentingan
Perpajakan. :

(4) Pemerintah Daerah wajib menjaga kerahasiaan informasi
elektronik dan dokumen elektronik| Wajib Pajak, kecuali untuk
kepentingan pemeriksaan Pajak dan/atau kepentingan lain yang
mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1

(1) Sistem online informasi dan dokumen yang berkaitan dengan
Pajak dilaksanakan untuk mempermudah penyampaian
informasi elektronik dan dokumen elektronik oleh Pemerintah
Daerah kepada Wajib Pajak dan seba)?knya

(2) Informasi elektronik dan dokumen elqktromk serta hasil cetaknya
merupakan alat bukti perpajakan y sah.
BAB V
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 13

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam PaSTaJ 5 ayat (2) adalah sanksi
administratif berupa :

teguran lisan; \

teguran tertulis; \

penghentian sementara kegiatan; |

penghentian tetap kegiatan; |
pencabutan sementara izin; \
pencabutan tetap izin; dan/atau ‘.
denda administratif.

® e R0 TR

Pasal 14

(1) Apabila Wajib Pajak tidak mengindahkan teguran lisan .
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, maka Kepala
BPKD atas nama Bupati menerbitkan teguran tertulis, sebagai
berikut: '

a. Teguran I, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak WB_]lb
Pajak diberikan teguran lisan,;

b. Teguran II, diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak
teguran I diterima oleh Wajib Pajak; dan

c. Teguran III, diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak
teguran Il diterima oleh Wajib Pajak.



(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

|
|

Teguran tertulis sebagaimana \dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Wajib Pajak dengan tembusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah.

Pasal 15

Apabila sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam
Teguran IIl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf
¢ Wajib Pajak masih tidak bersedia melakukan pemasangan alat
dan/atau sistem perekam data transﬁksx usaha yang dimiliki oleh
Wajib Pajak maka BPKD mengirim sulrat kepada :

a. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah untuk memproses
penghentian sementara kegiatan; dan

b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Plntu
Daerah untuk memproses pencabrtan sementara izin.

Penghentian sementara kegiatan dan\pencabutan sementara izin
sebagaimana dimaksud pada ayatl. (1) dilaksanakan sesuail
dengan ketentuan peraturan perunda#lg-undangan yang berlaku.

Penghentian sementara kegiatan dan lpencabutan sementara izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 16

Apabila Wajib Pajak tetap tidak bersedia melakukan pemasangan
alat dan/atau sistem perekam data tra{nsaka usaha yang dimiliki
oleh Wajib Pajak setelah dllaksanakan penghentian sementara
kegiatan dan pencabutan sementara i Jin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif '
penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin.

Penghentian tetap kegiatan dan
sebagaimana dimaksud pada ayat
Keputusan Bupati.

pencabutan tetap izin
(1) ditetapkan dengan

Pasal 17 l

Wajib Pajak dikenakan denda administratif apabila setelah
penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin bersedia
melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data ‘
transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

menerbitkan kembali izin dengan membayar denda administratif
disertai dengan surat pernyata bersedia melakukan

pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha
yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

|

|

Wajib Pajak mengajukan permohonj kepada Bupati untuk

-



(3) Besaran denda administratif diteta

ketentuan peraturan perundang-und
Pajak Daerah.

BAB V
KETENTUAN P

Pasal 1
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada t

Agar setiap orang mengetahuinya, met

Peraturan Bupati ini dengan penempat:
Kabupaten Wonogiri.

Dite
pad

Diundangkan di Wonogiri 7
pada tanggal 17 Desember 2019 /‘b :

[

2019 NOMOR 59

|
i
|
|
|
pkan dengan sesuai deng‘
angan yang berlaku dibidang

|
merintahkan pengundangan

annya dalam Berita Daerah

\

|
tapkan di Wonogiri \
A tanggal 17 Desember 2019:

ATI WONOGIR&_ |

1

ENUTUP
<

langgal diundangkan.




